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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK cxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cxxxxxxxxxxx, 01
Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXX XXxXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal RT. 001,
Desa  CXXXXXXXXXXX,  Kecamatan  CXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK cxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cxxxxxxxxxxx, 01 Juni
1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXxx
XXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, RT. 012, XXXXX XX, XXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kecamatan CXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor
71/Pdt.G/2024/PA.Amt pada tanggal yang sama, dengan mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Selasa, tanggal 16 November 2010 di Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX  XXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
CXXXXXXXXXXX0, tanggal 25 November 2010 dari Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXKX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx selama 6 bulan,
kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx selama 12 tahun 2 bulan
dan kumpul terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di
Kelurahan Batu Piring;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang
bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir CXXXXXXXXXXX, 16
Juni 2012 Pendidikan Kelas 5 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin
Penggugat;
b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan
sehari-hari, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari
penghasilan Penggugat;
C. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga
seperti Tergugat jarang mengerjakan shalat fardhu;
5. Bahwa pertengkaran terakhir pada tanggal 11 Juli 2023 disebabkan
Tergugat lebih memilih istri muda Tergugat dibandingkan hidup bersama
Penggugat, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama di rumah miliki Penggugat dan Tergugat yang berada di
Kelurahan Batu Piring karena keinginan Penggugat sendiri dan diketahui
oleh Tergugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
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6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalabh;

7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada
tanggal 12 Juli 2023;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha
untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Amuntai Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut
hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan
Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 16
Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: cxXXxxxxxxxxx0 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Balangan, tanggal 25 November 2010, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxx, atas nama Kepala
Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXxxxxx tanggal 14 Agustus 2018,
diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di xxxxxxxx, ia mengaku sebagai kakak
kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah
dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di xxxx
XXxxx selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx
xxxxx selama 12 tahun dan kumpul terakhir di rumah milik Penggugat
dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Batu Piring;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 orang anak bernama Anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus-menerus;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin
Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk
kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat jarang mengerjakan sholat
fardhu;

- Bahwa Saksi pernah 2 kali mendengar terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga
sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah
berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha
untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali
berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di, XXXXXXXXX XXXXXXXX, ia mengaku sebagai
kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai
suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx selama 6 bulan,

kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx selama 12 tahun dan
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kumpul terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak

di Kelurahan Batu Piring;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

1 orang anak bernama Anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus-menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin

Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk

kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat jarang menunaikan sholat

fardhu;

- Bahwa Saksi pernah mendengar terjadinya perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

yang hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum berpisah

tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha

untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali

berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
71/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah
menikah pada 16 November 2010, sejak bulan Januari 2021 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah
tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan
pernikahan pada 16 November 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan
bahwa nama Tergugat adalah Tergugat, sedangkan dalam bukti P.1 (Fotokopi
Kutipan Akta Nikah) nama Tergugat adalah Kaddri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua
orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan
sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat
(2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdata, oleh karena perkara a qua termasuk
“perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka
kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan
dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada 16
November 2010;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin
Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan
sehari-hari, dan Tergugat jarang menunaikan sholat fardhu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang
hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk
rukun kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah
mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga
sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun
kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim
berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi
dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan

Tergugat;
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Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai,
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan
perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga
perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya
diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena
mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat
yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim
memandang perlu mengutip Kaidah figh yang terdapat di dalam Kitab A/
Asybah Wan Nazhair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti
halaman 87 yang berbunyi:

allaodl wal> o ol suslaall s,

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip
pendapat ahli fikih dalam Kitab Al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman
527 yang berbunyi:

o—b

Artinya :“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah
talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'’in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12
Sya’ban 1445 Hijriah, oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy. dan Taufik Rahman, S.H.l. sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan
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dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy. Taufik Rahman, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.
30.000,00

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.
75.000,00
Biaya Panggilan: Rp. 510.000,00

3. PNBP Relaas Panggilan : Rp.
20.000,00

4. Redaksi :Rp.  10.000,00

5. Meterai :Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 655.000,00
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